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MOMENTUM HUT KE-264 KOTA YOGYAKARTA

Denda Tunggakan PBB
Dihapus

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemerintah &ota Yogyakarta
menghapuskan sanksi denda tunggakan penibayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) mulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2020.

Tanggal: 03 Oktober 2020

ke-264 Kota Yogyakarta.

“Bersamaan peringatan HUT Kota
Yogya tahun ini kami sampaikan kabar
gembira ke masyarakat, terutama wa-
jib pajak PBB. Ada penghapusan sanksi
administratif berupa denda tunggakan
PBB mulai 1 Oktober sampai 31 De-
sember,” kata Walikota Yogyakarta
Haryadi Suyuti dalam jumpa pers di
Balaikota, Jumat (2/10).

Kebijakan penghapusan denda tung-
gakan PBB di Kota Yogyakarta tersebut
diatur dalam Peraturan Walikota No-
mor 80 tahun 2020. Penghapusan
sanksi denda PBB itu berlaku untuk
tunggakan pembayaran PBB mulai
tahun 1994 hingga tahun 2019, Terma-
suk untuk sanksi denda tunggakan
IPBB tahun 2020.

“Dengan penghapusan denda tung-
lgakan PBB ini adar wajib pajak segera
imembayar PBB. Dalam kondisi pande-

Kébijaka.n itu untuk meringankan beban masyarakat akibat pande-
mi Covid-19 dan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)

mi ini kami memahami kondisi ekono-
mi masyarakat berat, makanya kami
hapuskan denda tunggakan PBB. Te-
tapi tetap ada kewajiban nilai ketetap-
an PBB yang harus dibayarkan,” te-
rangnya.

Dia menyebut sesuai' aturan wajib
pajak PBB yang membayar pajak sete-
lah tanggal 30 Septemberatau jatuh
tempo bisa dikenai denda 2 persen tiap
bulan dan maksimal denda ditetapkan
48 persen dari nilai ketetapan. Pada
tahun lalu kebijakan penghapusan den-
da tunggakan PBB juga diberikan sela-
ma bulan Agustus 2019 memperingati
Hari Kemerdekaan.

“Ini adalah kesempatan karena tidak
mesti rutin tahunan ada kebijakan

sanksi denda ti
PBB. Kami harap warga bisa meman-
faatkan karena ‘pada akhirnya nan-

Pemkot Yogyakarta mencatat tung-
gakan PBB dari tahun 1994 sampai
tahun 2019 mencapai sekitar Rp 77,7
miliar déngan total denda tunggakan
sekitar Rp 33,6 miliar. Sedangkan sisa
ketetapan PBB setelah jatuh tempo
tahun 2020 sebanyak Rp 46.1 miliar.
Ditargetkan penerimaan dari tung-
gakan PBB sekitar 20 persen atau seki-
tar Rp 15,5 miliar.

Serlr)lentara itu Kepala Badan Pe;\g\u.
Tolaan Keuangan dan Aset Daeah (BP-
KAD) Kota Yogyakarta Wasesa menam. |
bahkan, selama ini kebijakan peng-
hapusan denda tunggakan PBB harus
berdasarkan permohonan wajib l"\1§\k
kepada walikota. Permohonan penggju
an bebas denda PBB tahun 2020 se-
banyak 259 permohonan dengan nilai

3 iliar. Tapi dengan ke- J-
sekitar Rp 33,9 mili Shh

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti

san sanksi denda tunggakan PBB.

tinya juga harus membayar. Misalnya
saat mutasi jual beli tanah atau turun
waris, tunggakan PBB akan muncul
dan harus dibayarkan dulu,” jelas
Haryadl.

bijakan

PBB pada bulan Oktober-Desember

2020, wajib pajalk tidak periu mengaju.
kan

M ib pajak ini membayar tung.
Jlk(;’vl;ﬂﬁf “p?ﬁdﬂk tahunomor alyjek
 datang ke Kantor BP.
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